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TERIMAKASIH Para Pembaca KR:

Jadi Oase Palu, Sigi dan Donggala.

Demikian judul Liputan Khusus yang

ditayangkan harian tercinta ini pada

Sabtu (12/8).Kabar yang menyejukkan

di saat kita diterpa berbagai warta

melelahkan batin belakangan.

Betapa tidak? Peresmian 10 masjid

di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala)

yang merupakan bantuan pembaca KR

telah menjadi oase yang menyegarkan

bagi masyarakat setempat. Belum lagi

penulis kutip lengkap dalam berita

tersebut bantuan sembako saat masa

tanggap darurat, pembuatan 4 sumur

suntik, pembangunan 12 hunian se-

mentara, 25 mesin perahu dan 20 pera-

hu sebagai alat kerja nelayan.

Bahkan tidak cukup di situ, bantuan

lain masih ada berupa 2 unit genset, 5

unit pompa air, 1 unit kompresor, pem-

berian paket makanan tambahan

anak-anak PAUD, pemberian bea-

siswa, serta 3 unit motor niaga untuk

berjualan sayur mayur.

Aksi Kemanusiaan

Jujur, trenyuh hati ini membaca aksi

kemanusiaan yang dilakukan KR, ter-

masuk jajaran dewan direksi berikut

seluruh donatur pembaca. Sebab se-

cara kalkulasi bisnis, apa yang telah di-

lakukan KR sama sekali tidak meng-

untungkan. Masyarakat Pasigala

bukanlah pembaca KR. Bukan pula un-

tuk ekspansi pangsa pasar KR.

Namun hidup ini tidak melulu per-

soalan nominal untung rugi bisnis.

Hidup ini adalah berbuat baik kepada

sesama tanpa mengharapkan imbalan.

Berbuat baik, terus melakukannya

tanpa henti hingga jatah hidup di

dunia selesai.

Kredo Migunani Tumraping Liyan

menjadi ruh perjuangan  yang selalu

dihidupkan hingga generasi masa kini.

Semboyan yang dalam Islam berbunyi

khoirunnas anfa’uhum linnas (sebaik-

baik manusia adalah yang bermanfaat

untuk orang lain). Inilah esensi ketak-

waan sebenarnya.

Takwa, dan iman tentu saja, bukan

sekadar bilangan berapa banyak kita

beribadah. Namun bagaimana perwu-

judan ibadah sosial kita membantu

orang-orang yang membutuhkan. 

Secara pribadi penulis mengenal

Direktur Utama KR HM Wirmon

Samawi yang cukup aktif dalam suatu

majelis pengajian dan doa. Aura positif

itulah yang saat ini menjadi motor

penggerak KR untuk terus menebar

manfaat tanpa henti.

Melihat orkestra kemanusiaan yang

telah dilakukan KR tentu tidak dapat

dilepaskan dari sejarah perju-

angan KR itu sendiri. Harian

yang bulan depan seusia

Indonesia ini sejak lahir telah

berjasa bagi Republik. KR lahir

pada saat tepat, memperkuat ek-

sistensi Indonesia yang saat itu

baru seumur jagung.

Kini perjuangan telah

berubah. Kalau dulu duet

wartawan cum pejuang Samawi

dan Wonohito adalah

mendirikan KR. Generasi saat

ini dituntut mempertahankan  di

zaman digital dan borderless.

Harus diakui KR menjadi salah

satu media massa lokal yang

masih bertahan di era gempuran

media berjejaring  dan online

yang kadang menyajikan berita

asal bombastis belaka.

Berita Sejuk

Kebermanfaatan KR akan terus di-

rasakan dengan menebar berita sejuk

disertai akurasi tinggi. Hanya saja, me-

dia salurannya yang berubah. Pada

saat ini mungkin KR dapat memperku-

at media sosial yang dimiliki. Ibarat

kata bestari Jawa ngeli ning ora keli. 

Kita dapat melihat, misalnya, akun

Instagram @krjogjadotcom misalnya,

per 12/8/2023 memiliki pengikut seki-

tar 27 ribu. Ini merupakan modal yang

sangat berharga untuk terus memba-

ngun kepercayaan publik. Dan KR me-

miliki modal lain yang tidak dimiliki

media lainnya. Modal yang tidak dapat

ditukar rupiah berapapun. Modal itu

ialah trust alias kepercayaan. Modal

inilah yang harus senantiasa dijaga,

agar  tetap eksis hingga nanti.  ❑-d

*) H Bramma Aji Putra SKomI

MM, Humas Kantor Wilayah

Kementerian Agama DIY

Memperjuangkan Kompensasi dari Belanda 

Bramma Aji Putra

Presiden Jokowi mengingatkan, banyak

cobaan dan tantangan yang dihadapi

Indonesia.

-- Juga tantangan 2024.

***

DPRD DIY sepakat maksimalkan sera-

pan Danais untuk mengentaskan kemis-

kinan.

-- Setujuuuu!

****

Pemda DIY membuka pendaftaran un-

tuk 1.042 lowongan CASN PPPK.

-- Bisa dimanfaatkan.

KR, Selalu Menebar Manfaat

BEBERAPA waktu lalu,  Perdana

Menteri Belanda Mark Rutte mengata-

kan Belanda tanpa keraguan mengakui

kemerdekaan  Indonesia 17 Agustus 1945.

Pernyataan yang diberitakan media Juni

2023 tersebut mengubah sikap Pemerin-

tah Belanda yang selama ini mengakui

berdirinya Indonesia 27 Desember 1949.

Sesuai waktu  ditandatanganinya perjan-

jian pengakuan  kedaulatan Indonesia

oleh Belanda. 

Pengakuan Belanda tersebut  mem-

bawa konsekwensi, perang yang dilaku-

kan Belanda terhadap Indonesia antara

1945 - 1949 (Perang Kemerdekaan) da-

pat dipandang sebagai pelanggaran

hukum internasional. Setelah berlaku-

nya Piagam PBB, mulai  24 Oktober

1945, negara-negara dilarang  menggu-

nakan kekerasan senjata (perang) ter-

hadap negara berdaulat lainnya. Juga

dilarang menggunakan perang sebagai

cara penyelesaian sengketa internasio-

nal. Berdasar Pasal 51 Piagam PBB,

suatu negara hanya dibenarkan

melakukan perang secara sah (bellum

justum) dalam rangka membela diri.

Kompensasi

Mahkamah International Permanen

dalam kasus Chorzow Factory (Indem-

nity) 1928 memutuskan, setiap pelang-

garan terhadap kewajiban internasional

membawa serta kewajiban membayar

kompensasi (ganti rugi). Putusan tersebut

menjadi dasar berlakunya doktrin state re-

sponsibility akibat adanya international

wrong. Berdasar   doktrin state responsibili-

ty negara yang melakukan kesalahan in-

ternasional wajib membayar kompensasi

terhadap pihak yang dirugikan. 

Dalam kasus pelanggaran hukum inter-

nasional selama Perang Kemerdekaan,

Indonesia berhak menuntut ganti rugi

atas segala kerugian yang diderita Indo-

nesia. Indonesia dapat menuntut ganti ru-

gi  immaterial (satisfaction) dan ganti rugi

materiil (pecuniary reparation). Ganti rugi

immaterial misalnya berupa pernyataan

permintaan maaf. Sedangkan ganti rugi

materiil berupa penggantian segala keru-

gian yang bisa dinilai dengan uang yang

timbul akibat perang kemerdekan

Indonesia  tahun 1945 - 1949. 

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh

Indonesia untuk menegakkan hak-

haknya yang telah dilanggar Belanda

tersebut, baik melalui cara diplomatik

maupun secara hukum (judicial). Cara-

cara diplomatik misalnya melalui pe-

rundingan (negosiasi), mediasi dan konsil-

iasi, di mana penyelesaian masalahnya

akan dilakukan berdasar kompromi (win-

win solution) tanpa harus mendasarkan

pada hukum yang berlaku. Sedangkan se-

cara hukum, Indonesia bisa membawa

masalah tersebut ke suatu mahkamah ar-

bitrase atau pengadilan internasional, di

mana penyelesaian  masalahnya akan di-

dasarkan hukum yang berlaku. 

Dalam mencari solusi masalah kompen-

sasi/ganti rugi yang timbul akibat perang

kemerdekaan Indonesia tersebut tentu

harus dipertimbangkan juga hal-hal yang

mengarah ke hubungan konstruktif dan

saling menguntungkan kedua belah pi-

hak. Dalam hal ini itikad baik Belanda

perlu juga diperhatikan Indonesia dalam

memperjuangkan hak-haknya. Misalnya,

sebagaimana dikutip media Historia,  PM

Belanda, Rutte, mengisyaratkan akan

melakukan negosiasi dengan pemerintah

Indonesia untuk mencari jalan ke luar

bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo

(https://www.bbc.com, 15/6). Karena itu,

upaya diplomatik, khususnya melalui

negosiasi (perundingan) Indonesia -

Belanda seyogyanya diutamakan dalam

memperjuangkan hak-hak Indonesia aki-

bat pelanggaran hukum internasional se-

lama Perang kemerdekaan. 

Landasan Moral

Jika perundingan Indonesia - Belanda

dalam masalah tersebut  berhasil baik

tanpa merusak hubungan kedua ne-

gara, kita berharap bahwa pemerintah

Belanda juga akan sedapat mungkin

memberi kompensasi. Bukan hanya un-

tuk kerugian yang diderita Indonesia se-

lama Perang Kemerdekaan, tetapi juga

kompensasi atas hak-hak Indonesia

yang telah dilanggar pada masa kolo-

nial. Salah satu prinsip the New

Internasional Economic Order sebagai-

mana  tertuang dalam Resolusi Majelis

Umum PBB Tahun 1974 adalah tentang

kompensasi sumber-sumber alam yang

dieksploitasi di zaman penjajahan. 

Meskipun Resolusi Majelis Umum

PBB tersebut sifatnya lebih merupakan

international soft law norms, paling ti-

dak prinsip tersebut telah meletakkan

landasan moral tentang kewajiban  ne-

gara-negara bekas penjajah untuk mem-

beri kompensasi kepada negara bekas ja-

jahannya  atas kekayaan dan hak-hak

yang telah dirampas di masa kolonial. ❑-d

*) Dr Triyana Yohanes SH Mhum,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta.

Triyana YohanesSindiran Pak Lurah
KITA saat ini sudah memasuki

tahun politik. Suasana sudah

hangat-hangat kuku, dan

sedang tren ini di kalangan poli-

tisi dan parpol. Setiap ditanya

capres dan cawapresnya, ja-

wabannya belum ada arahan

Pak Lurah. Saya sempat mikir,

siapa ini, Pak Lurah. Sedikit-se-

dikit kok Pak Lurah. Belakangan

saya tahu yang dimaksud Pak

Lurah ternyata saya. Ya, saya

jawab saja, saya bukan lurah.

Saya adalah Presiden Republik

Indonesia. Ternyata, Pak Lurah

itu kode.

Begitu pengantar pidato kene-

garaan Presiden Joko Widodo

(Jokowi) yang disampaikan da-

lam Sidang Tahunan MPR RI,

Rabu (16/8). Sindiran Presiden

Jokowi tesebut kemudian mere-

bak di ranah publik. Kebanyakan

media sosial lebih banyak sindi-

ran tersebut kemudian marak

dengan sindiran balik. Tentu sa-

ja, berbagai tanggapan yang

muncul sangat ditentukan oleh

siapa yang menanggapi, dari

parpol dan dari koalisi mana.

Kalau kita cermati, ÔtradisiÕ

sindir-sindiran (saling sindir) dari

kalangan elit parpol sangat

marak sejak Presiden Jokowi

menyatakan tidak akan cawe-

cawe terhadap capres dan

cawapres dari parpol maupun

koalisi parpol. Sindir-sindiran

makin marak setelah Presiden

Jokowi menghadiri penetapan

Ganjar Pranowo sebagai calon

presiden dari PDIP untuk Pemilu

Presiden 2024.

Sindir-sindiran yang mengge-

jala selama ini dilandasi kepen-

tingan masing-masing parpol

atau koalisi parpol, serta para

bakal calon presiden yang su-

dah muncul saat ini.

Perlu kita sayangkan, sindir-

sindiran selama ini sama sekali

tidak punya esensi tentang

bagaimana meningkatkan kese-

jahteraan rayat di masa menda-

tang. Masalah rumput JIS saja

dijadikan bahan sindir-sindiran.

Bahkan gerakan telapak tangan

bersamaan pekik merdeka juga

dijadikan bahan sindir-sindiran:

Telapak tangan yang benar

mengepal atau membuka?

Saling sindir, adu pendapat,

adu argumen dan adu prestasi,

memang merupakan hal yang

sangat lumrah bagi negara yang

memberlakukan demokrasi.

Bahkan di Amerika Serikat yang

dianggap sebaga negara

demokrasi super maju juga tak

luput dari Ôsindir-sindiranÕ. Lihat

saja saling serang Presiden AS

Joe Biden dengan mantan presi-

den Doland Trump.

Lebih ngeri lagi sindir-sindiran

yang dilakukan para jawara

UFC, yang cenderung saling

tantang adu kekuatan dengan

cara brutal. Justin Gaethje

sesumbar sebagai yang paling

super setelah mengalahkan

Dustin Pirier, 30 Juli lalu. Saling

serang nakin brutal ketika ditim-

pali Conor McGregor. Dalam bu-

daya Jawa, sebenarnya juga

ada cara untuk menyampaikan

nilai-nilai luhur, pendapat, ajaran,

wejangan dan tuntunan. Yakni

dengan cara medhang miring,

ora ndumuk bathuk, nyamu-

dana, tidak vulgar dan tidak

kasar.

Terlepas dari gejala sindir-

sindiran yang sekarang sedang

marak, esensi dan roh pe-

ringatan Hari Ulang Tahun ke-78

Kemerdekaan Republik Indone-

sia tahun 2023 ini kiranya perlu

dihayati dan diimplementasikan

dalam kehidupan berbangsa

dan berbegara. Terlebih dalam

menyambut tahun politik 2024.

Jangan sampai rakyat hanya di-

jadikan korban sindir-sindiran

antarelit politik.  ❑-d
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Noktah Hitam di Yogya

Penipuan Lewat Handphone Makin Merajalela

MIRIS. Membaca dan meli-

hat berita di media massa ten-

tang Yogya. Ada kasus korupsi

mantan Walikota Yogyakarta.

Ada kasus tanah kas desa

(TKD) yang menyeret pejabat-

nya. Dan masih ada kasus lain

yang membuat noktah hitam di

Yogya.

Kadangkala, sebagai kawula

Yogyakarta generasi ketiga,

bangga terkenang masa lam-

pau negeri yang tata tentrem

kerta raharja. Maka mende-

ngar, membaca dan melihat

berita dengan kasus di atas,

rasanya sangat malu dan

merupakan peristiwa mema-

lukan di Yogya. Sebagai wa-

likota ia adalah juga pemangku

pangreh praja Kesultanan

Ngayogyakarta  Hadiningrat

yang dipimpin Sri Sultan

Hamengku Buwono X.

Mestinya, wajib menjaga war-

wah kesultanan.

Saya masih ingat dalam

seminar & lokakarya nasional

dengan tema ÔMerintis Pega-

wai Negeri yang Bersih SuapÕ

di Hotel Sheraton Mustika Ratu

(24/1/2004) Sri Sultan bersab-

da : moral principles is the foun-

dation of law  ❑-d

*) FS Hartono, Purwosari

004/059 Sinduadi Sleman

HANDPHONE (HP) sudah

merupakan kebutuhan pokok.

Bukan untuk gaya, tapi untuk

sekolah anak pun diperlukan.

Bahkan tidak lagi bisa yang

sederhana. Meski tidak lagi

pandemic, kadangkala tugas

sekolah juga diberikan lewat HP

dan WhatsApp Group (WAG).

Tapi seiring  itu juga menjadi re-

pot pula karena banyaknya

penipuan lewat aplikasi dan

SMS untuk pinjol bahkan ajakan

kencan dan lainnya.

Mau bertanya, kalau nomer

kami mendapat kiriman-kirim-

an tersebut, siapa yang

bertanggung jawab?  ❑-d

*)  Eko W, Manyaran

Wonogiri


